
a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang
tidak sesuai antara asumsi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan terjadinya
pergeseran kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat
Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan
baru atau kegiatan alternatif penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta
perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan
Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan WaHKota tentang Perubahan Atas Peraturan
Wali Kota Banjarmasin Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2022;

WALl KOTABANJARMASIN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Menimbang

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANWALl KOTABANJARMASINNOMOR37
TAHUN2021 TENTANGRENCANAKERJAPEMERINTAHDAERAH

KOTABANJARMASINTAHUN2022

PERATURAN WALl KOTA BANJARMASIN
NOMORI01 TAHUN 2022

WALl KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Mengingat



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Infomasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);



Di antara Pasal3 dan Pasal 4 dalam Peraturan WaHKota Banjarmasin Nomor
37 Tahun 2021 tentang RencanaKerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 37)
disisipkan 1 (satu)pasal, yakni Pasal3A sehinggaberbunyi sebagaiberikut:

Pasal I

PERATURANWALl KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANWALl KOTABANJARMASINNOMOR37 TAHUN
2021 TENTANG RENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAH
KOTA BANJARMASINTAHUN2022.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
NegaraRepublik IndonesiaTahun 2021 Nomor 1419);

19. Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
PerencanaanPembangunandan KeuanganDaerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
SelatanTahun 2022 Nomor2);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimanatelah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 3 Tahun 2021 tentang PerubahanAtas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (LembaranDaerah Kota Banjarmasin Tahun
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor63);

22. Peraturan DaerahKota Banjarmasin Nomor8 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
67);



BERITADAERAHKOTABANJARMASINTAHUN2022 NOMOR 1L 1

IKHSANBUDIMAN

,

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal ~c ,1uli z,(. ~Z
SEKRETARIS ERAHKOTABANJARMASIN,

IBNUSINA

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2(. .Tuli zc LL
WALlKOTABANJARMASIN,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Banjarmasin 2021-2026.

(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan
perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022.

(3) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 (enam) bagian
u tama, yaitu :
a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua)

Tahun berkenaan;
c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. BAB V Rencana Kerja dan Pendapatan Daerah; dan
f. BABVI Penutup.

Pasal3A


